
 

 

 

 

BUPATI KENDAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 63 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KENDAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 
Kendal; 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah Sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);   

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN 
KENDAL. 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kendal. 

5. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut 
Dinas adalah Dinas Pertaian dan Pangan Kabupaten 

Kendal. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan 
Pangan Kabupaten Kendal. 

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 
seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan 
jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli 

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai keahliannya.   

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 
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Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 3 

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang 

menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan 
kepada Daerah. 

 

Bagian Ketiga 

 Fungsi 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan pangan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pertanian dan pangan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di 
bidang pertanian dan pangan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanian 
dan pangan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pertanian dan pangan; 

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian 

dan pangan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di 
bidang pertanian dan pangan. 

 

BAB  III 

SUSUNAN  ORGANISASI 

Pasal  5 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, yang membawahkan : 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan;  

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahkan : 

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;  

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan 

3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan. 
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d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang 
membawahkan : 

1. Seksi Tanaman Pangan; 

2. Seksi Hortikultura; dan 

3. Seksi Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin 

Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

e. Bidang Perkebunan, yang membawahkan : 

1. Seksi Produksi Perkebunan;  

2. Seksi Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran; 
dan 

3. Seksi Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan. 

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang 
membawahkan : 

1. Seksi Produksi Peternakan;  

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner; dan 

3. Seksi Usaha, Alat dan Mesin Peternakan. 

g. Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan : 

1. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan;  

2. Seksi Lahan; dan 

3. Seksi Irigasi. 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

RINCIAN TUGAS  

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas  

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas 
mempunyai rincian tugas :  

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
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c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan 
bidang pertanian dan pangan di Daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan 
di bidang pertanian dan pangan sebagai bahan 
perumusan kebijakan teknis serta pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan di bidang pertanian dan pangan 

sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja 
Dinas mencapai target yang telah ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan 
inovasi di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan guna peningkatan 

kualitas kerja; 

h. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan 
instansi teknis berkaitan dengan bidang tanaman 

pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan 
ketahanan pangan; 

i. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar 
mutu pupuk dan pestisida sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan dan melakukan pengawasan terhadap 

pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di 
wilayah Daerah guna menjamin ketersediaan pupuk dan 

pestisida dalam rangka dan mendukung peningkatan 
usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan 
perkebunan; 

j. melaksanakan pengkajian teknologi bidang tanaman 
pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan 
dalam rangka memperoleh jenis-jenis unggul yang siap 

bersaing dan melindungi atau mempertahankan plasma 
nutfah/jenis unggul lokal; 

k. membina dan mengendalikan kegiatan optimalisasi, 
pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi, dan 
penatausahaan lahan dan hasil, beserta pengolahan dan 

pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, 
peternakan, dan perkebunan; 

l. melaksanakan bimbingan dan pengawasan sarana 
prasarana dalam hal penggunaan alat dan mesin 
pertanian, peternakan, dan perkebunan agar sesuai 

standar mutu dan kebutuhan lokal dengan melakukan 
identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin 
pertanian; 

m. merumuskan kebijakan penggunaan benih agar sesuai 
dengan standar mutu benih melalui pengembangan 

sistem informasi perbenihan dan pengujian serta 
penyebarluasan benih varietas unggul; 



7 

 

n. melaksanakan bimbingan kepada masyarakat petani 
tentang teknologi pertanian, lembaga keuangan 

agribisnis guna lebih memberdayakan lembaga tersebut 
dan membantu meningkatkan usaha tani tanaman 
pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan di 

Daerah; 

o. melaksanakan fasilitasi dan pemantauan serta 

pengawasan izin usaha bidang tanaman pangan, 
hortikultura, peternakan, dan perkebunan di Daerah 
dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan; 

p. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

hama/penyakit ternak, dengan penerapan teknologi 
terpadu yang berorientasi pada kualitas hasil serta 

kelestarian daya dukung lingkungan; 

q. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis 
pola tanam dan pola sebar benih, penanganan panen, 

pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, 
hortikultura, peternakan, dan perkebunan dengan 
penerapan teknologi dan standar unit pengolahan, alat 

transportasi, serta unit penyimpanan dalam rangka 
meningkatkan mutu hasil tanaman pangan, 

hortikultura, peternakan, dan perkebunan; 

r. menyusun kebijakan ketahanan pangan dan program 
penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan 

programa penyuluhan provinsi dan nasional; 

s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan dan 

dekonsentrasi yang diberikan Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Pusat; 

t. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan 

pertemuan Dewan Ketahanan Pangan tingkat Daerah, 
provinsi, maupun nasional; 

u. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan kerja sama, metode penyuluhan, 
penyebaran materi  penyuluhan, kemitraan, pengelolaan 

kelembagaan, ketenagaan sarana dan prasarana, 
teknologi dan informasi, dan pembiayaan penyuluhan; 

v. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 
untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan 

tindak lanjut; 

w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik 
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi; 

x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 
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y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 7 

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di 

bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, 
kepegawaian, dan keuangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang 

kesekretariatan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan 
kesekretariatan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
kesekretariatan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
kesekretariatan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas 
mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan 
Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 

perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, 
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan 
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan 
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran 
yang ditetapkan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 

Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 
(PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis 
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, 
kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, 
dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, 

pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, 
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta 

fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan 
tamu Dinas; 

l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan 

barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan 

Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis 
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, 

budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar 
pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan 
pegawai Dinas; 
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n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi 

perkantoran agar terwujud pelayanan prima; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 

lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan 
kebijakan berikutnya; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 1 

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pasal 8 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 

dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di 

bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, 
sistem informasi Dinas. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi 
dan Pelaporan mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 
Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan 
usulan program kegiatan dari masing-masing seksi, 

subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 
menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan 
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran 
yang ditetapkan; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 
(PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

j. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan 

Pelaporan serta menghimpun dan mendokumentasi 
SOP yang disusun oleh masing-masing subbagian, 

seksi, dan UPTD; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak 
lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan 

tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-
masing subbagian, seksi dan UPTD sebagai bahan 
penyusunan laporan Pengendalian Operasional 

Kegiatan (POK); 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan 
jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku;  
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n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, 
pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang 

sistem informasi dinas; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 

kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 2 

Subbagian Keuangan  

Pasal 9 

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

(2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi 
kegiatan di bidang administrasi keuangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai 

rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 
Keuangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan dan sarana administrasi 

keuangan dalam rangka pencairan anggaran, 
pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan; 

h. menghimpun dan memproses usulan pencairan 
anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, 

dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku; 

i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses 

administrasi keuangan melalui aplikasi sistem 
informasi untuk pengelolaan keuangan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan 
bimbingan teknis di bidang keuangan kepada 

pejabat pengelola keuangan dan bendahara di 
lingkungan Dinas; 

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi 
penyerapan anggaran dengan cara membandingkan 
laporan perkembangan realisasi belanja dengan 

rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

l. melaksanakan verifikasi terhadap berkas / dokumen 
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan 

kegiatan guna menghindari kesalahan serta 
memberikan koreksi penyempurnaan; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan 
pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis 
pelaporan keuangan lainnya; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian 

Keuangan; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Subbagian Keuangan dengan cara mengukur 

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 
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q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 3 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh 
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 
pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang 

administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, 
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, 

pengelolaan barang,  kepegawaian, fasilitasi kegiatan 
analisis jabatan dan budaya kerja. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian 
Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 
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f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, 

perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta 

pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;  

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis 
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey 

kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta 
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

i. merencanakan, memproses dan melaporkan 
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas 

serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset 
tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang 
persediaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;  

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah 
dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan 
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib 

administrasi serta melakukan pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak 

tetap agar dapat digunakan optimal;  

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala serta 

memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh 
pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi 
kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan 
pangkat, mutasi, gaji berkala, 

pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu 
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), 
pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan 

(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan 
kepegawaian lainnya;  

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta 
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler 
dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan 

kunjungan tamu Dinas; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, 
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta 

lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan 
nyaman; 

p. mengoordinasikan bahan sosialisasi program 
pertanian dan pangan dalam rangka partisipasi 
pameran/promosi pertanian; 
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q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 

lanjut 

s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Ketahanan Pangan 

Pasal 11 

 

(1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 

ketahanan pangan.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai 

fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan 

pangan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang ketahanan pangan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
di bidang ketahanan pangan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
ketahanan pangan; 
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e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
bidang ketahanan pangan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas di bidang ketahanan pangan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang 
ketahanan pangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  dan 

naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
ketahanan pangan; 

g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang 

ketahanan pangan melalui forum Dewan Ketahanan 
Pangan; 

h. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi di bidang ketahanan pangan; 

i. mengoordinasikan dalam bidang ketersediaan 

pangan dan penanganan daerah rawan pangan; 

j. mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran 
pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka 

stabilisasi pasokan dan harga pangan; 

k. mengoordinasikan pengelolaan cadangan pangan 

pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan 
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); 

l. menyiapkan rumusan kebijakan harga minimum 

pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat dan Provinsi; 

m. menyiapkan penyediaan data informasi pasokan dan 

harga pangan serta pengembangan jaringan pasar; 
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n. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan 
edukasi penganekaragaman konsumsi pangan; 

o. melaksanakan koordinasi lintas sektor di bidang 
penganekaragaman konsumsi dan keamanan 
pangan; 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 1 

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Pasal 12 

(1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin 

oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan 
Pangan. 

(2) Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan 

Pangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan 
kerawanan pangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan 

Pangan mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang 
ketersediaan dan kerawanan pangan; 

h. menyiapkan bahan pengkajian di bidang 
ketersediaan dan kerawanan pangan; 

i. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang 

ketersediaan dan kerawanan pangan; 

j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi, 

dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan 
kerawanan pangan; 

k. melaksanakan analisis dan kajian ketersediaan 

pangan daerah; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian 

penyediaan infrastruktur pangan; 

m. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan 
Neraca Bahan Makanan (NBM); 

n. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan 
Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan; 

o. menyiapkan bahan pengembangan jaringan 

informasi ketersediaan pangan; 

p. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan 

dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan 
Nasional (HBKN); 

q. menyiapkan data dan informasi kerentanan dan 

ketahanan pangan tingkat desa dan kelurahan; 

r. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi; 

s. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan; 

t. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan demi 
perbaikan kualitas pelayanan publik; 
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u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 2 

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan 

Pasal 13 

(1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan 
Pangan. 

(2) Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan 
Pangan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan 
pangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan 

Pangan mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan 

jaringan distribusi pangan; 

h. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan dan 

usaha distribusi pangan  untuk meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pangan; 

i. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca 

pangan; 

j. melakukan penyiapan pengumpulan data harga 
pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk 

panel harga; 

k. menyiapkan bahan penetapan harga minimum 

pangan lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

l. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan 
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 

meliputi pangan pokok dan pangan pokok lokal; 

m. melakukan penyiapan pemanfaatan Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); 

n. menyiapkan bahan pengembangan dan 
pemberdayaan kelembagaan pangan masyarakat 

untuk meningkatkan cadangan pangan masyarakat; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 

Distribusi dan Cadangan Pangan demi perbaikan 
kualitas pelayanan publik; 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi dan 
Cadangan Pangan dengan cara mengukur 

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 
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s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 3 

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Pasal 14 

(1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 
Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Ketahanan Pangan. 

(2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan 

Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Penganekaragaman 
Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian 
tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 
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g. menyiapkan bahan penghitungan angka konsumsi 
pangan per kapita per tahun; 

h. menyiapkan bahan penghitungan tingkat konsumsi 
energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;  

i. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan 

harapan (PPH) tingkat konsumsi; 

j. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi 

pangan;  

k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan 
pangan segar yang beredar; 

l. menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi jaminan 
keamanan pangan segar sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

m. menyiapkan bahan Jejaring Keamanan Pangan 
Daerah (JKPD); 

n. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan 
edukasi keamanan pangan; 

o. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang 

Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 
berbasis sumber daya lokal; 

p. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi 

pangan non beras dan non terigu; 

q. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan 

untuk ketahanan pangan keluarga; 

r. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga 
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam 

percepatan penganekaragaman pangan berbasis 
sumber daya lokal; 

s. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 
Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Penganekaragaman 

Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 
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x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Pasal 15 

(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman 
pangan dan hortikultura; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang tanaman pangan dan hortikultura; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
di bidang tanaman pangan dan hortikultura; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai rincian 

tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 

tanaman pangan dan hortikultura; 

g. melaksanakan adopsi dan pemanfaatan teknologi 
pertanian sesuai peraturan perundang-undangan; 

h. melaksanakan pembinaan dan upaya peningkatan 
produksi tanaman pangan dan hortikultura; 

i. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca 
panen, dan pengolahan hasil pertanian tanaman 
pangan dan hortikultura dengan penerapan 

teknologi dan standar unit pengolahan, serta  unit 
penyimpanan dalam rangka peningkatan mutu 
hasil; 

j. melaksanakan pemantauan dan pembinaan kegiatan 
pengembangan tanaman pangan, hortikultura, 

perlindungan tanaman, usaha, alat dan mesin; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan 

laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 1 

Seksi Tanaman Pangan 

Pasal 16 

(1) Seksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. 
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(2) Kepala Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 
dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Tanaman Pangan 
mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Tanaman Pangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan kebijakan produksi di bidang 
tanaman pangan; 

h. menyiapkan bahan bahan rencana tanam dan 
produksi di bidang tanaman pangan; 

i. menyusun program dan pembinaan dalam 

peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman 
pangan; 

j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya 
dan pasca panen di bidang tanaman pangan; 

k. melaksanakan pengkajian, pengembangan, 

bimbingan analisa usaha tani bidang tanaman 
pangan; 

l. melaksanakan pembinaan, penggunaan saprodi, 

benih tanaman pangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan;  
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m. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 
daya manusia kelompok tani di bidang tanaman 

pangan; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Tanaman 

Pangan demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan tanaman pangan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 

lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 2 

Seksi Hortikultura 

Pasal 17 

(1) Seksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. 

(2) Kepala Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang hortikultura. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Hortikultura mempunyai 
rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Hortikultura berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan kebijakan produksi di bidang 
hortikultura; 

h. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di 
bidang hortikultura; 

i. menyusun program dan pembinaan dalam 

peningkatan mutu dan produksi di bidang 
hortikultura; 

j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya 
dan pasca panen di bidang hortikultura; 

k. melaksanakan pengkajian, pengembangan, 

bimbingan analisa usaha tani bidang hortikultura; 

l. melaksanakan pembinaan, penggunaan saprodi, 

benih hortikultura berdasarkan peraturan 
perundang-undangan;  

m. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 

daya manusia kelompok tani di bidang hortikultura; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 

Hortikultura demi perbaikan kualitas pelayanan 
publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Hortikultura dengan 
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 
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r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 3 

Seksi Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman 
Pangan dan Hortikultura 

Pasal 18 

(1) Seksi Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman 
Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura. 

(2) Kepala Seksi Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin 
Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tanaman 
Pangan dan Hortikultura dalam penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
perlindungan, usaha, alat dan mesin tanaman pangan 
dan hortikultura. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan, Usaha, Alat 

dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura 
mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman 
Pangan dan Hortikultura berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 
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e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemasaran 
dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan 
hortikultura; 

h. menyiapkan bahan pengendalian serangan 
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 

i. menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, 

pengamatan, peramalan, dan inventarisasi OPT;  

j. menyusun perkiraan kerugian akibat serangan OPT; 

k. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan OPT; 

l. melaksanakan penyiapan sekolah lapang 
pengendalian hama terpadu; 

m. menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan 
iklim dan penanggulangan bencana alam; 

n. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat dan mesin 

di bidang tanaman pangan dan hortikultura; 

o. melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan 

pemeliharaan alat dan mesin di bidang tanaman 
pangan dan hortikultura; 

p. melaksanakan pelayanan dan pengembangan 

informasi pasar tanaman pangan dan hortikultura; 

q. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura; 

r. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis 
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan 

hortikultura; 

s. menyiapkan bahan pengendalian dampak 
lingkungan bidang tanaman pangan dan 

hortikultura; 

t. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 

daya manusia kelompok tani di bidang 
perlindungan, usaha, dan pemasaran tanaman 
pangan dan hortikultura; 

u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 

Perlindungan, Usaha, Alat dan Mesin Tanaman 
Pangan dan Hortikultura demi perbaikan kualitas 
pelayanan publik; 

v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan, Usaha, 
Alat dan Mesin Tanaman Pangan dan Hortikultura 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
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yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Perkebunan 

Pasal 19 

(1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang perkebunan.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang perkebunan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
di bidang perkebunan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 
perkebunan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang perkebunan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas di bidang perkebunan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 

Perkebunan mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 
Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-
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undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  dan 

naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
perkebunan; 

g. menyusun kebijakan produksi, usaha, pengolahan 

hasil, pemasaran, perlindungan, alat dan mesin 
bidang perkebunan; 

h. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan 
hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan 
dampak perubahan iklim di bidang perkebunan; 

i. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, 
dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan; 

j. melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan 
dan pemasaran hasil di bidang perkebunan; 

k. menyiapkan konsep pemberian izin 

usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;  

l. menyusun kebijakan mengenai pemanfaatan dan 
konservasi lahan marjinal di bidang perkebunan; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Perkebunan dengan 

cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 
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q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 1 

Seksi Produksi Perkebunan 

Pasal 20 

(1) Seksi Produksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Perkebunan. 

(2) Kepala Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Perkebunan dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 

evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang produksi 
perkebunan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Perkebunan 
mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Produksi Perkebunan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan kebijakan produksi di bidang 
perkebunan; 

h. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di 

bidang perkebunan; 
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i. menyusun program dan pembinaan dalam 
peningkatan mutu dan produksi di bidang 

perkebunan; 

j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya 
di bidang perkebunan; 

k. melaksanakan pengkajian, pengembangan, 
bimbingan analisa usaha tani bidang perkebunan; 

l. melaksanakan pembinaan, penggunaan saprodi, 
benih perkebunan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan;  

m. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 
daya manusia kelompok tani di  bidang  produksi 
perkebunan; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi  Produksi 

Perkebunan demi perbaikan kualitas pelayanan 
publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Seksi  Produksi Perkebunan 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 

kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 2 

Seksi Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran 

Pasal 21 

(1) Seksi Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Perkebunan. 

(2) Kepala Seksi Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Perkebunan dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 
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evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang usaha, 
pengolahan hasil, dan pemasaran. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Usaha, Pengolahan Hasil 
dan Pemasaran mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Usaha, Pengolahan Hasil, dan Pemasaran 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan pengembangan unit pengolahan 
hasil di bidang perkebunan; 

h. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan 
hasil di bidang perkebunan; 

i. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan 

olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat 
keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di 

bidang perkebunan; 

j. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi 
pasar perkebunan; 

k. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang 
perkebunan; 

l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis 
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang 
perkebunan; 

m. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 
daya manusia kelompok tani di bidang usaha, 
pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan; 
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n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Usaha, 

Pengolahan Hasil, dan Pemasaran demi perbaikan 
kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha, Pengolahan 
Hasil, dan Pemasaran dengan cara mengukur 

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 3 

Seksi Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan 

Pasal 22 

(1) Seksi Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Perkebunan. 

(2) Kepala Seksi Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Perkebunan dalam penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 

evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
perlindungan, alat dan mesin perkebunan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan, Alat dan 
Mesin Perkebunan mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang 
perlindungan tanaman perkebunan; 

h. menyiapkan bahan pengendalian serangan 
organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 

i. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, 

pengamatan, peramalan dan pengelolaan data OPT; 

j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan 

kelembagaan OPT; 

k. menyiapkan sekolah lapang pengendalian hama 
terpadu; 

l. menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan 
iklim dan penanggulangan bencana alam; 

m. melaksanakan penanganan lahan marjinal di bidang 
perkebunan; 

n. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat dan mesin 

di bidang perkebunan; 

o. melakukan pembinaan pemanfaatan dan 
pemeliharaan alat dan mesin di bidang perkebunan; 

p. menyiapkan bahan pengendalian dampak 
lingkungan bidang perkebunan; 

q. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 
daya manusia kelompok tani di bidang 
perlindungan, alat dan mesin perkebunan; 

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Stándar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 

Perlindungan, Alat dan Mesin Perkebunan demi 
perbaikan kualitas pelayanan publik; 

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan Seksi Perlindungan, Alat dan Mesin 
Perkebunan dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan 

laporan dan kebijakan tindak lanjut; 
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t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Bagian Keenam 

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Pasal 23 

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
peternakan dan kesehatan hewan.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan 
dan kesehatan hewan; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan 
peternakan dan kesehatan hewan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 

peternakan dan kesehatan hewan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan peternakan dan 
kesehatan hewan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
peternakan dan kesehatan hewan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai rincian 

tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
peternakan dan kesehatan hewan; 

g. melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan; 

h. melakukan perencanaan kebutuhan dan penyediaan 

benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit 
hijauan pakan ternak; 

i. melakukan pemberian bimbingan penerapan 

peningkatan produksi ternak; 

j. melakukan pengendalian penyakit hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner; 

k. melakukan pengawasan peredaran dan pengunaan 
serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan 

pakan ternak, dan obat hewan; 

l. melakukan pengawasan pemasukan dan 
pengeluaran hewan, dan produk hewan; 

m. melakukan pelaksanaan sertifikasi persyaratan 
teknis kesehatan masyarakat veteriner dan 

kesejahteraan hewan; 

n. melakukan pemberian izin/rekomendasi di bidang 
peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner; 

o. melakukan pemberian bimbingan pascapanen, 

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang 
peternakan;  

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 

bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 
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q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 1 

Seksi Produksi Peternakan 

Pasal 24 

(1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan. 

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 
pelaporan kegiatan di bidang produksi peternakan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi  Peternakan 
mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Produksi Peternakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 

tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 
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e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pelatihan 
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di 
bidang produksi peternakan; 

h. menyiapkan bahan kebijakan di bidang produksi 
peternakan; 

i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan 

benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang 
peternakan; 

j. menyiapkan bahan penyediaan dan peredaran 
pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan 
ternak; 

k. menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan 
peredaran hijauan pakan ternak (HPT); 

l. menyiapkan bahan pengawasan produksi, mutu, 

pakan, benih/bibit HPT; 

m. menyiapkan bahan pengujian benih/bibit HPT; 

n. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik 
hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian; 

o. melakukan pemberian pembinaan dan bimbingan 

peningkatan produksi ternak; 

p. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 

daya manusia kelompok tani di bidang produksi 
peternakan; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Stándar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Produksi 
Peternakan demi perbaikan kualitas pelayanan 
publik; 

r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Peternakan 

dengan cara mengukur pencapaian program kerja 
yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 
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u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 2 

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Pasal 25 

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

(2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan 

pelaporan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai rincian 

tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 
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f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan 

mutu obat hewan; 

h. menyiapkan bahan pengamatan, penyidikan, 

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; 

i. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis 
kesehatan hewan dan penerbitan sertifikasi 

kesehatan hewan dan produk hewan yang keluar 
masuk wilayah kabupaten; 

j. melakukan fasilitasi dan pengawasan unit pelayanan 

kesehatan hewan, operasional RPH/RPU dan unit 
usaha pemotongan hewan; 

k. menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan 
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; 

l. menyiapkan bahan penerbitan izin/rekomendasi 

yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner;  

m. menyiapkan bahan penyusunan peta wabah dan 

penyakit hewan; 

n. melakukan pengawasan terhadap higiene dan 

sanitasi, keamanan dan mutu produk hewan, 
penerapan standar teknis minimal usaha produk 
hewan; 

o. melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit 
zoonosis; 

p. melakukan pengawasan penerapan kesejahteraan 
hewan; 

q. menyiapkan bahan rekomendasi teknis hasil 

penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau 
pemasukan hewan dan produk hewan; 

r. menyiapkan bahan penanganan bencana alam; 

s. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 
daya manusia kelompok tani di bidang kesehatan 

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

t. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 
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v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 

y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 3 

Seksi Usaha, Alat dan Mesin Peternakan 

Pasal 26 

(1) Seksi Usaha, Alat dan Mesin Peternakan dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan. 

(2) Kepala Seksi Seksi Usaha, Alat dan Mesin Peternakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 

usaha, alat dan mesin peternakan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Usaha, Alat dan Mesin 

Peternakan mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Usaha, Alat dan Mesin Peternakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 
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e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan inventarisasi alat dan mesin 
bidang peternakan sesuai dengan standar 
operasional prosedur yang telah ditetapkan; 

h. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar 
komoditas peternakan; 

i. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis 

data  peternakan dalam rangka penerapan sistem 
perstatistikan dan  informasi peternakan 

j. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi  
perijinan usaha di bidang peternakan; 

k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin 

usaha peternakan, fasilitasi pengelolaan dan 
pengawasan pasar hewan  serta penampungan 
ternak; 

l. melaksanakan bimbingan pengolahan pasca panen 
hasil peternakan; 

m. melaksanakan bimbingan dan pengawasan 
penggunaan alat, mesin peternakan; 

n. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap  

usaha peternakan; 

o. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 

daya manusia kelompok tani di bidang usaha, dan 
alat mesin peternakan; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Stándar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Usaha, 
Alat dan Mesin Peternakan demi perbaikan kualitas 
pelayanan publik; 

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha, Alat dan Mesin 

Peternakan dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 

menghindari penyimpangan; dan 
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u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Bagian Ketujuh 

Bidang Sarana dan Prasarana 

Pasal 27 

(1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 

sarana dan prasarana.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan 
prasarana; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan sarana 
dan prasarana; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
sarana dan prasarana; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan sarana dan 

prasarana; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana 

dan prasarana; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas di bidang sarana dan prasarana. 

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 
Sarana dan Prasarana berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
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untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas  dan 

naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan 
sarana dan prasarana; 

g. melakukan penyediaan dukungan infrastruktur 

pertanian; 

h. melakukan pengembangan potensi dan pengelolaan 
lahan dan Lahan pertanian; 

i. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran 
pupuk, pestisida; 

j. melakukan pemberian bimbingan pembiayaan 
pertanian; 

k. melakukan pemberian fasilitasi investasi pertanian; 

l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja 

yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 1 

Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan 

Pasal 28 

(1) Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan 
Prasarana. 

(2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana 

dan Prasarana dalam penyiapan bahan perumusan 
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kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, 

evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pupuk, 
pestisida dan pembiayaan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan 
Pembiayaan mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Pupuk, Pestisida, dan Pembiayaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pupuk, 
pestisida dan pembiayaan; 

h. melakukan perencanaan kebutuhan pupuk dan atau 

pestisida tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan dan peternakan; 

i. melakukan pengawasan terhadap peredaran, 
penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk 
dan pestisida tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan; 

j. melakukan pengkajian dan bimbingan terhadap 

penerapan standar mutu pupuk dan pestisida 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 
peternakan; 

k. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi 
pembiayaan dan investasi pertanian; 

l. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan 

investasi pertanian; 
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m. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 
daya manusia kelompok tani di bidang pupuk, 

pestisida dan pembiayaan; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pupuk, 

Pestisida, dan Pembiayaan demi perbaikan kualitas 
pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, dan 
Pembiayaan dengan cara mengukur pencapaian 

program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 2 

Seksi Lahan 

Pasal 29 

(1) Seksi Lahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. 

(2) Kepala Seksi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
lahan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Kepala Seksi Lahan mempunyai rincian 

tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik 

secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 

dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan kebijakan kegiatan di bidang 
pengelolaan lahan; 

h. melaksanakan pembangunan jalan produksi dan 
jalan usaha tani guna mendukung tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan peternakan; 

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 
perlindungan terhadap lahan pertanian; 

j. memberikan pertimbangan teknis penggunaan lahan 
pertanian; 

k. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, 

rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan 
pengendalian lahan pertanian; 

l. menyiapkan bahan rehabilitasi, konservasi, 
optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian; 

m. menyiapkan bahan pengembangan tata guna lahan 

pertanian; 

n. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 
daya manusia kelompok tani di bidang pengelolaan 

lahan; 

o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Lahan 
demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 
karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 
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s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

Paragraf 3 

Seksi Irigasi  

Pasal 30 

(1) Seksi Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana. 

(2) Kepala Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang 
irigasi. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Seksi Irigasi mempunyai rincian 
tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 
Irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik 
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal 

untuk mendapatkan informasi, masukan, serta 
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 

atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pengelolaan 

irigasi pertanian;  
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h. menyiapkan bahan pembangunan/rehabilitasi  
jaringan irigasi pertanian; 

i. menyiapkan bahan pembangunan/rehabilitasi  
sumber air; 

j. melakukan pelayanan informasi/pelaporan 

mengenai musim/iklim; 

k. melakukan penyusunan database jaringan irigasi 

tersier; 

l. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan 
kelembagaan pemakai air; 

m. menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber 
daya manusia kelompok tani di bidang irigasi; 

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Irigasi 
demi perbaikan kualitas pelayanan publik; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan Seksi Irigasi dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan 

karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 

 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 31 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang  
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. 
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Pasal 32 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 33 

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
pemerintah daerah serta instansi lain di luar 

pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit 

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahan. 

(7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan 

kepadasatuan organisasi lain yang secara 
fungsionalmempunyai hubungan kerja. 



54 

 

(8) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap 
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib 

mengadakan rapat berkala. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN  

Pasal 34 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, 

biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kendal dan sumber lain yang diperoleh 
secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 35 

Eselon dan pengisian jabatan struktural pada Dinas 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 36 

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud 
padaayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja  
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 

KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal 37 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

1. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan 

Struktural, dan Tata Kerja Pada Dinas Pertanian, 
Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 

Nomor 31 Seri D No. 5, Tambahan Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 137); dan   

2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan 
Struktural, dan Tata Kerja Pada Badan Ketahanan 

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 
38 Seri D No. 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2013 tentang 



55 

 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 
Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, 

Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja Pada 
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2013 Nomor 7 Seri D No. 1, Tambahan Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal  38 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2017.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 9 Desember 2016 

 

BUPATI  KENDAL, 

  Cap ttd 

 

MIRNA ANNISA 

 

 

 

 

Diundangkan di Kendal   

pada tanggal 9 Desember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KENDAL, 

 

Cap ttd 

 

BAMBANG DWIYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 

NOMOR 63 SERI D NO. 15 
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